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PENETAPAN 

Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tty 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan 

penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh: 

Pemohon I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 08 September 1986, Agama Islam, 

pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di 

Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 

berdomisili elektronik dengan alamat email: 

xxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I; dan 

Pemohon II, lahir di Kotamobagu pada tanggal 10 Oktober 1994, Agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat 

kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email: 

xxxxxxxxxxx@gmail.com,  sebagai Pemohon II; 

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai 

Para Pemohon; 

 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  

Telah mendengar keterangan Para Pemohon; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 

Maret 2020 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Tutuyan dengan register Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tty tanggal 09 Maret 

2020, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara 

agama Islam pada tanggal 15 April 2013 di rumah paman Pemohon I yang 

terletak di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus 

jejaka dan Pemohon II berstatus Penggugat perawan; 

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Wali Hakim 

yang bernama Wali Hakim dan selanjutnya pasrah wali kepada Petugas PPN 

yang bernama Petugas PPN dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar 

Rp. 100.000,- dibayar tunai, dengan disaksikan oleh Saksi I Pernikahan dan 

Saksi II Pernikahan yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin 

laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon; 

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor 

Urusan Agama setempat; 

5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah 

berhubungan suami istri dan belum dikaruniai  anak; 

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom 

maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang 

tidak pernah bercerai maupun pindah agama; 

7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan 

Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status 

hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundanga-undangan yang 

berlaku; 

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang 

sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; 

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara; 

 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon 

agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan 

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

Primair : 

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 

yang dilaksanakan Islam pada tanggal 15 April 2013 di rumah Paman 

Pemohon II yang terletak di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Subsidair : 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya; 

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan 

Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan 

untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para 

Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh 

Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 09 Maret 2020 sampai 

dengan 14 hari kemudian semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut 

tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama 

Tutuyan; 

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon 

telah menghadap ke persidangan. Dan sebelum permohonan dibacakan, Para 

Pemohon menyatakan mencabut permohonannya; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka 

selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara 

sidang perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana 

telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Tutuyan telah 

memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan 

permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan 

pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sejak hari 

diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai 

dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 

Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan ternyata 

selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan 

keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan Para Pemohon, 

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan 

pemeriksaannya; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon 

telah menghadap ke persidangan dan menyatakan mencabut permohonannya; 

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara a quo dilakukan 

oleh Para Pemohon sendiri dan dalam perkara volunter hanya mengikat 

sepihak yang dalam hal ini adalah Para Pemohon, maka pencabutan perkara  

oleh Para Pemohon tersebut adalah hak Para Pemohon sehingga tidak 

memerlukan persetujuan dari pihak lain, hal tersebut sesuai dengan maksud 

Pasal 271 dan 272 Rv, dengan demikian pencabutan perkara ini dapat 

dikabulkan; 

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Para Pemohon telah 

dicabut oleh Para Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya 

memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam 

register perkara; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai 

dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 

perkara dibebankan kepada Para Pemohon; 

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang  berlaku dan 

ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENETAPKAN: 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 

26/Pdt.P/2020/PA.Tty dari Para Pemohon; 

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat 

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);  

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1441 Hijriyah, oleh Mashudi, S.Ag. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., 

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para 

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai 

Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon; 

Hakim Anggota,       Ketua Majelis, 

 

 ttd        ttd 

 

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.   Mashudi, S.Ag. 

ttd         

 

2. Noor Faiz, S.H.I.      Panitera, 

ttd 

 

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H. 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Proses :Rp  50.000,00 

2. Panggilan :Rp           0,00 

3. PNBP :  

- Pendaftaran  

- Relaas Panggilan 

- Redaksi 

:Rp  30.000,00 

:Rp  20.000,00 

:Rp  10.000,00 

4. Meterai :Rp    6.000,00+ 

Jumlah :Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah); 

Tutuyan, 26 Maret 2020 

Untuk salinan yang sama bunyinya 

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan 

 

 

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H. 

Disclaimer
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